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DI KOTA TANGERANG  
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Abstrak 

 
Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam 
menjalanakan tugas dan jabatnnya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan 
Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewe-
nangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Peran Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya melakukan pengawasan 
dan pembinaan, setelah Un-dang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini diberlakukan menjadi 
terpisah yaitu oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris. 
Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan 
pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas  Daerah yang diatur dalam Pasal 67. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini terhadap Notaris dalam 

melaksanakan tugas dan jabatannya mempunyai dampak yang positif bagi 
pelaksanaan tugas Notaris. Alasannya bahwa pengawasan yang dilaksanakan 

oleh pengawas selama ini telah membawa dampak positif adalah bahwa 
pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan Notaris sendiri sudah lebih hati-hati dalam 

melaksanakan tugasnya terutama dalam pembuatan akta atau isi akta. Selain 
itu dampak positif lainnya adalah Notaris sudah melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan lebih bersifat profesional. Namun sistem pengawasan yang 
dilakukan oleh Pengawas selama ini, berdasarkan hasil penelitian belum 

mencapai sasaran yang diharapkan. 
 

Kata Kunci : Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris 

  

A.PENDAHULUAN 
   

Permasalahan hukum dapat terjadi 

dalam menjalankan profesi jabatan 
notaris, permasalahan hukum itu ter-

jadi karena para pihak dalam akta 

tersebut baik sengaja ataupun tidak, 
menyampaikan dokumen pendukung 

maupun materi yang akan dituangkan 
dalam akta kepada seorang notaris 

tidak sesuai dengan keadaan sebenar-
nya/palsu/dipalsukan atau kurang 

lengkap, dapat pula terjadi apabila 
para pihak atau salah satu pihak 

mengingkari dari akta yang telah 
mereka sepakati. Selain itu dapat juga 

terjadi karena kelalaian dan/atau 

kurang ketelitian/kecerobohan seorang 
notaris sehingga mengakibatkan akta 

yang dibuatnya mengalami permasa-
lahan hukum. Permasalahan hukum 

itu muncul bisa pada saat itu, atau 
dapat muncul setelah beberapa tahun 
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kemudian saat minuta akta telah 

disimpan dalam protokol notaris lain. 
Dalam penyelesaian permasalahan 

hukum tersebut apabila tidak dapat 
diselesaikan secara kekeluargaan oleh 

para pihak, maka dapat diselesaikan 

secara hukum melalui proses peradilan. 
Terhadap permasalahan hukum yang 

terjadi dan memenuhi unsur perbuat-
an pidana maka penyidik dalam hal ini 

dilakukan oleh Kepolisian Republik 
Indonesia, sesuai domisili hukum yang 

dikehendaki para pihak atau wilayah 

kerja notaris yang bersangkutan. Pe-
nyidik berwenang melakukan pemang-

gilan kepada notaris yang bersang-
kutan, sebagai saksi maupun tersang-

ka berkaitan dengan akta yang dibuat-
nya berdasarkan laporan kepolisian 

yang dibuat oleh para pihak dalam 
akta yang bermasalah tersebut. 

Majelis pengawas adalah suatu 

badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Pengawasan terhadap Notaris 

dimaksudkan agar Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya wajib 

berdasarkan dan mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 
jabatan Notaris. Notaris dalam men-

jalankan tugas jabatannya wajib ber-
pegang dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 
jabatan Notaris secara melekat, artinya 

segala hal yang disebutkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang 

mengatur jabatan Notaris  wajib diikuti.  

Tujuan dari pengawasan ialah 
bahwa Notaris dihadirkan untuk me-

layani kepentingan masyarakat yang 
membutuhkan alat bukti berupa akta 

otentik, sehingga tanpa adanya masya-
rakat yang membutuhkan Notaris 

maka Notaris tidak ada gunanya. 
Notaris diangkat oleh pemerintah, 

bukan untuk kepentingan  Notaris itu 

semata, tetapi untuk kepentingan 

masyarakat umum. Terkait dengan 

akibat hukum di atas, sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 67 - Pasal 81 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 

telah diatur tentang pengawasan 

terhadap Notaris. 
Berdasarkan uraian di atas, 

Penulis mengangkat permasalahan 

pengawasan Notaris di Kota Tangerang  
sebagai berikut : 

1. Bagamana Pelaksanaan Pengawas-
an yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Notaris Daerah Terhadap 
Jabatan Notaris Menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 di 

Kota Tangerang ? 
2. Apakah Kendala Pelaksanaan 

Pengawasan yang dilakukan oleh 
Majelis Pengawas Notaris Daerah 

Terhadap Jabatan Notaris Menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 di Kota Tangerang ? 
3. Bagamana solusi pemecahan ken-

dala Pelaksanaan Pengawasan yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas 
Notaris Daerah  Terhadap Jabatan 

Notaris Menurut Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 di Kota 

Tangerang ? 
 

B. PEMBAHASAN 

 

Pengertian Pengawasan  menurut 

Sujamto, (2007:63), “Pengertian dasar 
dari pengawasan adalah segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya 

tentang pelaksanaan tugas atau ke-
giatan, apakah sesuai dengan yang 

semestinya atau tidak”. Menurut Su-

jamto, (2013:12)  “Pengawasan adalah 
proses pengamatan dari pada pelak-

sanaan seluruh kegiatan organisasi 
untuk menjamin agar semua pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan  sebelumnya”. 
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Pengawasan Notaris di Kota 

Tangerang didefinisikan sebagai proses 
pengamatan dari pada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya dengan indikator  menurut 

Siagian, (2013:112), menyatakan bah-
wa sasaran lain yang perlu dicapai 

melalui pengawasan selain untuk 
tujuan efisiensi adalah: 

1) Pelaksanaan tugas-tugas yang 

telah ditentukan berjalan sungguh-
sungguh sesuai dengan pola yang 

direncanakan 
2) Struktur serta hierarki organisasi 

sesuai dengan pola yang ditentu-
kan dalam rencana 

3) Sistem dan prosedur kerja tidak 
menyimpang dari garis kebijakan 

yang telah tercermin dalam ren-

cana 
4) Tidak terdapat penyimpangan dan 

atau penyelewengan dalam peng-
gunaan kekuasaan, kedudukan 

terutama keuntungan. 
Apakah Notaris bekerja sesuai 

dengan Kewenangan Notaris yang di 

sebutkan dalam Pasal 15 dari ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) Undang-

undang Jabatan Notaris, yang dapat 
dibagi menjadi (Habib Adjie, 2008:78)  

1) Kewenangan Umum Notaris. Pasal 
15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 
2) Kewenangan Khusus Notaris. Pasal 

15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 
3) Kewenangan notaris yang akan 

ditentukan kemudian. Pasal 15 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 
Mekanisme pengawasan yang dila-

kukan secara terus-menerus terhadap 
Notaris di dalam menjalankan tugas 

dan jabatannya sekarang dilaksanakan 

berdasarkan Undang-Undang No. 2 

Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris, Pemeriksaan 

Majelis Pengawas. Dalam ketentuan 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, terdapat banyak 

perubahan mengenai Kewenangan 
Majelis Pengawas Daerah dalam mela-

kukan pengawasan dan pembinaan 
terhadap Notaris. 

Salah satu dasar hukum yang 

mengatur tentang pengawasan terha-
dap Notaris dalam menjalanakan tugas 

dan jabatnnya adalah Pasal 1 butir 6 
Undang-undang Jabatan Notaris, yang 

berbunyi : Majelis Pengawas adalah 
suatu badan yang mempunyai kewe-

nangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan penga-

wasan terhadap Notaris 

Peran Majelis Pengawas Daerah 
yang sebelumnya melakukan penga-

wasan dan pembinaan, setelah Un-
dang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini 

diberlakukan menjadi terpisah yaitu 
oleh Majelis Pengawas Daerah dan 

Majelis Kehormatan Notaris. Pembina-

an oleh Majelis Kehormatan Notaris 
diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan 

pengawasan dilakukan oleh Majelis 
Pengawas  Daerah yang diatur dalam 

Pasal 67. Sampai tulisan ini dibuat 
mengenai tugas dan fungsi dan tata 

cara pengangkatan dan pemberhentian, 
struktur organisasi, tata kerja dan 

anggaran majelis kehormatan Notaris 

berdasarkan Pasal 66A ayat (3) belum 
diatur dengan Peraturan Menteri 

Majelis Pengawas Daerah tidak 
mempunyai kewenangan untuk men-

jatuhkan sanksi apapun. Meskipun 
Majelis Pengawas Daerah mempunyai 

wewenang untuk menerima laporan 
dari masyarakat dan dari Notaris 

lainnya dan menyelenggarakan sidang 

untuk memeriksa adanya dugaan pe-
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langgaran pelaksanaan jabatan Notaris, 

tapi tidak diberi kewenangan untuk 
menjatuhkan sanksi apapun. Majelis 

Pengawas Daerah hanya berwenang 
untuk melaporkan hasil sidang dan 

pemeriksaannya kepada Majelis Penga-

was Wilayah dengan tembusan kepada 
pihak yang melaporkan, Notaris yang 

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat 
dan Organisasi Notaris (INI). 

Pengawasan Majelis Pengawas 
Daerah terhadap Notaris meliputi 

jabatan Notaris dan perilaku Notaris. 

Pengawasan terhadap jabatan Notaris 
meliputi kewajiban dan kewenangan-

nya sebagai Notaris berdasarkan 
Undang-Undang Jabatan Notaris, se-

dangkan pengawasan perilaku Notaris 
berdasarkan Kode Etik Notaris. 

Setelah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No-

mor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, terdapat beberapa perubahan 

terhadap ketentuan yang mengatur 
Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan 

dan Kewajiban Majelis Pengawas Dae-
rah dalam hal pengawasan terhadap 

Notaris tidak mengalami perubahan. 

Perubahan terjadi dalam hal pembina-
an terhadap Notaris. Pembinaan yang 

sebelumnya merupakan kewenangan 
Majelis Pengawas Daerah sekarang 

menjadi kewenangan Majelis Kehor-
matan Notaris 

Kewenangan Majelis Pengawas 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris 
yang menyatakan bahwa :  

a. Menyelenggarakan sidang untuk 
memeriksa adanya dugaan pelang-

garan Kode Etik Notaris atau 
pelanggaran pelaksanaan Jabatan 

Notaris;  
b. Melakukan pemeriksaan terhadap 

Protokol Notaris secara berkala 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

atau setiap waktu yang dianggap 

perlu;  
c. Memberikan izin cuti untuk waktu 

sampai dengan 6 (enam) bulan;  
d. Menetapkan Notaris Pengganti 

dengan memperhatikan usul Nota-

ris yang bersangkutan; 
e. Menentukan tempat penyimpanan 

Protokol Notaris yang pada saat 
serah terima Protokol Notaris telah 

berumur 25 (duapuluh lima) tahun 
atau lebih;  

f. Menunjuk Notaris yang akan ber-

tindak sebagai pemegang semen-
tara Protokol Notaris yang diangkat 

sebagai Pejabat Negara sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (4);  
g. Menerima laporan dari masyarakat 

mengenai adanya dugaan pelang-
garan Kode Etik Notaris atau 

pelanggaran ketentuan dalam 

Undang-Undang ini; dan 
h. Membuat dan menyampaikan la-

poran sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, huruf f dan huruf g 
kepada Majelis Pengawas Wilayah 

(MPW). 

Pengawasan yang dilakukan penga-
was selama ini bagi Notaris mempunyai 

manfaat yang besar, yaitu :  

a. Notaris mampu untuk meningkat-
kan kemampuan profesionalisme-

nya dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya. 

b. Notaris sedapat mungkin, meme-
nuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan baginya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 
yang ada.  

c. Notaris mampu berperan untuk 
terciptanya suatu kepastian hu-
kum melalui akta otentik yang di-

buatnya demi kepentingan masya-

rakat.  
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d. Notaris menyadari bahwa tugas 

yang dibebankan kepadanya ada-
lah untuk kepentingan para pihak. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
pengawasan yang dilakukan oleh 

Pengawas selama ini terhadap Notaris 
dalam melaksanakan tugas dan jabat-

annya mempunyai dampak yang positif 
bagi pelaksanaan tugas Notaris. Alas-

annya bahwa pengawasan yang 

dilaksanakan oleh pengawas selama ini 
telah membawa dampak positif adalah 

bahwa pengawas telah melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 
dan Notaris sendiri sudah lebih hati-

hati dalam melaksanakan tugasnya 
terutama dalam pembuatan akta atau 

isi akta. Selain itu dampak positif 

lainnya adalah Notaris sudah melak-
sanakan tugasnya dengan baik dan 

lebih bersifat profesional. Namun sis-
tem pengawasan yang dilakukan oleh 

Pengawas selama ini, berdasarkan 
hasil penelitian belum mencapai sasar-

an yang diharapkan. 

Belum dicapainya sasaran yang 
diharapkan selama ini oleh responden 

mengemukakan alasan-alasannya se-
bagai berikut : 

a. Karena banyaknya akta-akta yang 
dibuat oleh Notaris tidak sesuai 

atau belum sesuai dengan penger-
tian akta Notaris itu sebenarnya 

yaitu otentik  

b. Pengawas selama ini belum profesi-

onal dalam memeriksa akta yang 
dibuat oleh Notaris. 

c. Karena pengawas tidak memberi-
kan informasi atau pengetahuan 

yang baru bagi Notaris khususnya 
dalam pelaksanaan tugas dan 

jabatan Notaris 
Ketua Majelis Pengawas Daerah 

Notaris Kota Tangerang menguraikan 
beberapa upaya-upaya yang akan 

dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Daerah Notaris Kota Tangerang dalam 

rangka pembinaan dan pengawasan 
terhadap Notaris, pertama, adalah 

dengan menerapkan pengawasan yang 
bersifat preventif dan kuratif yakni 

melakukan pencegahan terhadap ter-

jadinya pelanggaran jabatan Notaris 
dan melakukan pembinaan terhadap 

Notaris itu sendiri. Dalam penjelasan-
nya, Ketua Majelis Pengawas Daerah 

Notaris Kota Tangerang menerangkan 
bahwa “pengawasan yang dilakukan 

oleh Majelis Pengawas saat ini 

khususnya Majelis Pengawas Daerah 
Notaris Kota Tangerang adalah 

pengawasan yang mengacu pada apa 
yang diatur dalam UUJN, Permen dan 

Kepmen. Dimana disebutkan dalam 
Permen pada Pasal 1 angka 5 bahwa 

pengawasan adalah kegiatan yang 

bersifat preventif dan kuratif termasuk 
kegiatan pembinan yang dilakukan 

oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. 
Kedua, Majelis Pengawas Daerah 

Notaris Kota Tangerang  juga akan 
melakukan sosialisasi-sosialisasi kepa-

da pihak-pihak yang terkait dengan 
profesi Notaris antara lain unsur 

masyarakat, unsur Akademis, Kepolisi-

an Republik Indonesia, dan terutama 
terhadap notaris-notaris yang berada 

di bawah kewenangannya. 
Sosialisasi ini bertujuan agar 

pihak-pihak yang berhubungan dengan 
profesi Notaris dapat lebih memahami 

tentang keberadaan lembaga pengawas 
yang baru dibentuk, mengenai kewe-

nangannya dalam menjaga penegakan 

Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi 
ini juga bertujuan agar masyarakat 

sebagai pengguna jasa Notaris dapat 
lebih mengetahui hak dan kewajib-

annya sehingga apabila dikemudian 
hari terjadi pelanggaran yang dilaku-

kan oleh Notaris, masyarakat dapat 

melaporkan pelanggaran tersebut ke-
pada Majelis Pengawas Daerah 
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Berkaitan dengan salah satu upa-

ya yang dilakukan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris Kota Tangerang  dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap 
Notaris, yakni melakukan pengawasan 

yang preventif dan kuratif, maka 

berdasarkan ketentuan-ketentuan di 
atas, penulis mencoba untuk meng-

identifikasi kewenangan-kewenangan 
mana saja yang termasuk pengawasan 

yang bersifat preventif dan kewe-
nangan-kewenangan mana saja yang 

termasuk pengawasan yang bersifat 

kuratif. 
Kewenangan-kewenangan penga-

wasan yang bersifat preventif yang 
antara lain adalah hal-hal yang diatur 

Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, 
Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, 

dimana kewenangan-kewenangan ter-
sebut bersifat administratif yang lebih 

mengatur tentang tata cara prosedural 

dan protokol kenotariatan. Sedangkan 
kewenangan-kewenangan pengawasan 

yang bersifat kuratif yang antara lain 
adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 

huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 
ayat (2) huruf d yang mengatur tentang 

pengambilan tindakan terhadap 

dugaan-dugaan pelanggaran yang 
dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN 

dan Kode Etik. 
Keberadaan Majelis Pengawas 

Notaris khususnya Majelis Pengawas 
Daerah sebagai ujung tombak Majelis 

Pengawas, yang utama adalah untuk 
melakukan pengawasan terhadap pe-

negakan Kode Etik Notaris dan 

pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. 
Dalam melakukan pengawasan Majelis 

Pengawas Daerah harus tanggap dalam 
menangani pelanggaran yang dilaku-

kan oleh Notaris. Selain itu Majelis 
Pengawas Daerah juga harus trans-

paran dalam menangani setiap kasus 
pelanggaran yang terjadi, agar kewiba-

waan dan kapabilitasnya tetap terjaga 

dimata masyarakat. Keberadaan 

Majelis Pengawasan Notaris jangan 

sampai menimbulkan kesan sebagai 
lembaga yang berpihak kepada Notaris. 

Majelis Pengawasan Notaris harus 
sungguh sungguh menjadi lembaga 

independen dalam melaksanakan tugas 

pembinan dan pengawasan kepada 
Notaris (Wawancara dengan Ketua 

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota 
Tangerang , Dilakukan di Tangerang, 

pada Tanggal, 25 April 2017) 
 

Kendala yang Timbul Dalam 

Melaksanakan Kewenangan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris Serta 

Upaya - Upaya Untuk Mengatasinya. 
Instansi utama yang melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terha-
dap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. 

Untuk kepentingan tertentu Majelis 
Pengawas membentuk Tim Pemeriksa 

dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wila-

yah, dan Pusat). Dengan demikian ada 
3 (tiga) institusi dengan tugas melaku-

kan pengawasan dan pemeriksaan ter-
hadap Notaris dengan kewenangan 

masing-masing, yaitu : 

a. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah 

dan Pusat); dengan kewenangan 
melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas jabatan Notaris 
dan Kode Etik Notaris dan tindak 

tanduk atau perilaku kehidupan 
Notaris. 

b. Tim Pemeriksa, dengan kewenang-
an melakukan pemeriksaan terha-

dap Protokol Notaris secara berkala 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

atau setiap waktu yang dianggap 

perlu. 

c. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah 
dan Pusat), dengan kewenangan 

untuk memeriksa menerima lapor-
an yang diterima dari masyarakat 

atau dari sesama Notaris. 

Selanjutnya kendala yang ada 
adalah dari masing-masing Majelis 
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Pengawas Daerah yang dibentuk yang 

terdiri dari 9 (sembilan) orang, melihat 
wilayah kerjanya di Kota Tangerang  

meliputi wilayah yang sangat luas dan 
jumlah Notaris di Kota Tangerang  yang 

cukup banyak, yaitu 178 Notaris dapat 

menjadi kendala di kemudian hari, 
sehingga pelaksanaan ketentuan Pasal 

70 Undang-Undang Jabatan Notaris 
tentang pemeriksaan Protokol Notaris 

secara berkala, yaitu 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu 

yang dianggap perlu tidak dapat 

dilakukan, bahkan untuk wilayah Kota 
Tangerang baru dilaksanakan pemerik-

saan pada tahun 2010 sejak Undang-
Undang Jabatan Notaris berlaku. (Dede  

Nurhayati, Wawancara, Sekretaris 
Majelis Pengawas Daerah Notaris di 

Kota Tangerang, (Tangerang, 25 April 

2017). 
 

Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya 
Kendala Dalam Melaksanakan 

Kewenangan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris 

 
Untuk mencapai sebuah praktek 

pengawasan yang ideal, pada prinsip-

nya pengawasan sangat bergantung 
kepada bagaimana pengawasan itu 

dijalankan. Dengan kata lain, pelak-
sanaan pengawasan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tujuan yang 
hendak dicapai melalui pengawasan 

tersebut. Oleh karena itu, langkah-
langkah yang diambil dalam melaku-

kan pengawasan haruslah dipikirkan 

secara cermat dan teliti agar tepat 
sasaran. 

Langkah-langkah pencegahan dan 
pembinaan yang dapat dilakukan oleh 

Majelis Pengawas Notaris Wilayah Ban-
ten idealnya harus dapat mening-

katkan mutu dan kualitas pelayanan 

Notaris. Pencegahan dan pembinaan 
yang dilakukan harus didasari oleh 

kesadaran dan pemahaman yang tinggi 

atas nilai-nilai moral dan etika, untuk 

itu perlu diawali dengan menyamakan 
pandangan terlebih dahulu antara 

pihak-pihak terkait sehingga dapat 
mencapai suatu visi dan misi yang 

sama baik dalam pola pikir dan dalam 

tingkat pelaksanaannya, dengan demi-
kian diharapkan tindakan pencegahan 

dan pembinaan yang kemudian akan 
dijalankan dapat mencapai tujuannya. 

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh 
Majelis Pengawas Pusat dalam menyi-

kapi kendala akibat tidak adanya 

standar prosedur operasional penga-
wasan Notaris adalah dengan me-

ngirimkan formulir-formulir seperti : 
formulir cuti dan formulir pemeriksaan 

1 (satu) kali dalam setahun, namun hal 
tersebut sifatnya hanya kebijakan dari 

Majelis Pengawas Pusat saja yang tidak 
diatur secara tegas dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

 

C. PENUTUP 

 
Pengawasan yang dilaksanakan 

oleh pengawas selama ini telah 
membawa dampak positif adalah 

bahwa pengawas telah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan Undang-
Undang Jabatan Notaris  Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.  
Kendala yang timbul dalam 

pelaksanaan pengawasan Notaris oleh 
Majelis Pengawas Notaris Daerah 

adalah wilayah kerja yang sangat luas 
di Kota Tangerang dan jumlah Notaris 

yang cukup banyak di Kota Tangerang, 

sehingga mempersulit pembagian tugas 
pengawasan yang diemban oleh 

masing-masing anggota, anggaran dari 
Pemerintah sangat sedikit padahal 

tugas Majelis Pengawas membutuhkan 
dana yang besar dari pemerintah, 

kurangnya Sosialisasi Undang-Undang 
Jabatan Notaris  Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris kepada 
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masyarakat sehingga masyarakat tidak 

mengetahui undang-undang tersebut 
yang berdampak semakin seringnya 

Notaris melakukan kecurangan, serta 
apabila Majelis Pengawas Daerah tidak 

memberikan persetujuan kepada pihak 

Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim 
untuk memeriksa Notaris dapat meng-

akibatkan terjadinya kesalah pahaman 
dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan 

Hakim kepada Majelis Pengawas 
Daerah. Sedangkan upaya-upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan 

kunjungan ke tiap-tiap Kantor Notaris 
di wilayah Kota Tangerang untuk 

melakukan pemeriksaan Protokol 
Notaris secara berkala, yaitu 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap 
waktu yang dianggap perlu tetapi 

pengawasan terhadap tugas jabatan 
Notaris tetap dilakukan setiap saat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah 
Kota Tangerang, pengawasan yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas saat 
ini khususnya Majelis Pengawas 

Notaris Daerah Kota Tangerang, 
pengawasan yang dilakukan sangat 

terbatas pada apa yang diatur dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris, 
Peraturan Menteri dan Keputusan 

Menteri, dimana disebutkan bahwa 
pelaksanaan tersebut bersifat preventif 

dan kuratif, yang artinya bahwa 
pengawasan dijalankan dengan cara 

melakukan pencegahan dan pembi-
naan. 

Solusi kendala pengawasan yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas saat 
ini khususnya Majelis Pengawas 

Notaris Daerah Kota Tangerang, 
pengawasan yang dilakukan sangat 

terbatas pada apa yang diatur dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris  

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris, Sedangkan upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan 

kunjungan ke tiap Kantor Notaris di  

Kota Tangerang secara berkala. 
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